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ABSTRAK

Ketersediaan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi (secara
makro dan mikro), dan sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan akibat
beberapa faktor, sehingga percepatan dan pembangunan infrastruktur adalah suatu
hal yang mutlak bagi suatu negara. Namun, terdapat kendala paling krusial untuk
penyediaan infrastruktur, yakni dalam hal pembiayaan. Kebijakan penyediaan
infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) dipandang sebagai solusi dari permasalahan pembiayaan pembangunan
infrastruktur. Namun, kebijakan KPBU yang memiliki berbagai keunggulan dan
pengaruh positif, ternyata juga masih memiliki beberapa kendala dan kekurangan
sehingga mengakibatkan pengaruh yang negatif kepada masyarakat dan negara
Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakd#mafy research) yang
bersifat deskriptif-analisis, dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian
mendeskripsikannya, mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data
yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya
secara mendalam dan komprehensif yang bertujuan untuk menjawab pokok
masalah tentang bagaimana urgensi dibuatnya kebijakan KPBU serta pengaruh
mekanisme KPBU dalam pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Umbulan dengan menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah
dan teori redistributive combines sebagai pisau analisisnya.

Dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulBe:tama, pengaruh dari
penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam
pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) Adanya pembagian peran antara
Pemerintah dan Swasta; 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan
Swasta; 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur
SPAM Umbulan; dan 4) Perbaikan tingkat pelayan#&®edua, kebijakan
pemerintah  untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM
Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan
negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah
syariiyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk
memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan. Dan untuk
mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka
masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil
proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus
memaksimalkan, teliti serta memiliki political will untuk menjaga dan
mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU)
dengan Badan Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari
proyek SPAM Umbulan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Penyediaan, Infrastruktur, KPBU



W)i(J Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/ RO

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Zaki Yusuf
NIM : 14370016
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya,
dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka

saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2018

NIM: 14370016



m Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/ RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zaki Yusuf

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zaki Yusuf

NIM : 14370016

Judul Skripsi : Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan
Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta, 25 April 2018 M.
09 Sya’ban 1439 H.

Pembimbing,

Drs. ; za( 0sim, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
Dlo J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/1174.a/PP.00.9/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul :KEBIJAKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEKANISME KERJASAMA
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAKI YUSUF
Nomor Induk Mahasiswa  : 14370016
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Mei 2018

Nilai ujian Tugas Akhir tA-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

sim, M.Si.

Penguji | Penguji I

( n il

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. ’ ad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002 NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 08 Mei 2018
- _Sunan Kalijaga

HL..Agis Moh. Najib, M.Ag.
P 19740430 199503 1 001




MOTTO

BELAJAR ITU IBADAH,
BERPRESTASI ITU INDAH

&

JIKA INGIN MENJADI ORANG BESAR,
MAKA LAKUKANLAH HAL BESAR

Vi



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta, yang senantiasa mendukung dan mendo’akan
anaknya demi mencapai kesuksesan serta kebahagiaan di dunia dan
akhirat, persembahan terima kasih dari anakmu sungguh tak akan

mampu menyamai setitik-pun kasih sayangmu.

Adik-Adikku, Rifqi Rihaldi Yahya dan Yasrinia Salina, kalian harus

lebih pintar, lebih hebat, dan lebih sukses dari kakak — dan jadilah

manusia kebanggaan orang tua, bangsa, dan negara.

Untuk almameter tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Khususnya Keluarga Besar Prodi Hukum Tata Negara

Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterrasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkar tidak dilambangkan

< Ba’ b Be

= T2 t Te

= Sa’ § es (dengan titik diatas)
¢ Jm ] Je

g Ha h ha (dengan titik di bawah)
R Kha kh Kadan ha

3 Dal d De

0 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
D Ra’ r Er

< Zai z Zet

o Sin S Es
uf Syin sy Es dan ye
u: Sad s es (dengan titik di bawah)
5 Dad d de (dengan titik di bawah)
G Ta' t te (dengan titik di bawabh)
3 za’ V4 zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

J Gain G Ge

¢ Fa’ f Ef

© Qaf q Qi

? K af k Ka

) Lam | El

viii



T Mim m Em

Nin n En

Waw w W

Ha’ h Ha

Hamzah ‘ Apostrof
Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
3adxia Ditulis Muta’addidah
i Ditulis ‘iddah

C. Ta'marbatah

SemuaTa’'marbatah ditulis dengan baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata sandang
“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki

kata aslinya.
iSa Ditulis Hikmah
D Ditulis Jizyah
1WA Karamah al-auliyr’
Ll g¥laal S Ditulis

D. Vokal Pendek danPenerapannya

M Fahah Ditulis A
i Kasrah Ditulis [
- Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
\ 1 | Fathah + aliflals Ditulis jahiliyyah




2 | Fathah + ya’ magiws Ditulis tansi
Kasrah + ya’ mati_s Ditulis karim
4 | Dammah + wawumagis_s Ditulis furad

w

F. Vokal Rangkap

1 | Fathah + ya mati Ditulis ai

aSin Ditulis bainakum
2 | Dammah + wawumati Ditulis au

JA Ditulis gaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan
Apostrof

v"‘“” ; Ditulis a’antum
Sy Ae Ditulis u'iddat
c":’ < ol Ditulis la’in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyahmaka ditulis dengan menggunakan huruf

awal “al”
ol Al Ditulis Al-Qur'an
oildl) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh hurufSyamsiyalditulis dengan huruf pertanyamsiyah

tersebut.
s Lawi) Ditulis As-Sam’
i) Ditulis Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

a5 A (g 5 Ditulis Zawi al-Furid
dadl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah




KATA PENGANTAR

(rf/’ti)wr._g

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan
hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta
salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Kebijakan Penyediaan
Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU)” tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari
berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas
membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., dan Bapak Dr. Moh.

Thantowi, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., selaku Penasehat Akademik,
yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berharga

demi menggapai kesuksesan selama studi.

Xi



5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
yang senantiasa membimbing, mengarahkan, serta memberi nasihat-
nasihat kepada penyusun dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran
dan kebijaksanaan, sehingga penyusun dapat menyelesédsierpiece
skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, khususnya Prodi Hukum Tata Negara yang telah mendidik
dan memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkualiahan.

7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata
Usaha Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Kamarudin dan lbu Hj. Siti Sa’adah,
yang senantiasa mendoakan penyusun dengan tiada hentinya,
mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan
moril dan materiil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang
tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di
Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

9. Kedua adik tersayang, Rifgi Rihaldi Yahya dan Yasrinia Salina, yang
senantiasa mendoakan serta memotivasi penyusun untuk menyelesaikan
studi dan skripsi dengan sebaik-baiknya.

10.Keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara, terkhusus sahabat-sahabat

Angkatan 2014.

Xii



11.Keluarga besar Korp Dakwah Islamiah Sunan Kalijaga (Kordiska),
terkhusus sahabat-sahabat Korp Lebah.

12.Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), terkhusus
sahabat-sahabat Kawan Nongki dan Korp Laskar Pelangi.

13.Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta,
terkhusus sahabat-sahabat HMI Komfak Syarkum.

14.Keluarga besar IKPM Daya Taka Paser, IKA Rakha Yogyakarta, Joista,
Forum Jogja Damai (FJD).

15.Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah
membantu dan memotivasi penyusun.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin
dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang
membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan senantiasa penyusun
tunggu dan terima dengan penuh apresiasi demi kebaikan dan kemanfaatam
skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan dampak positif bagi
seluruh pembaca. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Whb.
Yogyakarta, 25 April 2018

Penyusun,

Ahmad Zaki Yusuf
NIM: 14370016

xiii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ettt et e e e e e e e e i
AB ST R AK e et e e e a e e e e eraa s i
HALAMAN KEASLIAN et e e e e e e e eenens ii
HALAMAN PERSETUJUAN .. %
HALAMAN PENGESAHAN ... e e %
MOTTO ........coeevvee . B . o SRR, ... NS, e M. Vi
PERSEMBAHAN ... e e e e e e e eaa e Vil
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN oo Viii
KATA PENGANT AR e e e Xi
DAFTAR IS e e e e e e e s Xiv

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar BelaKang ..........ovuuuiuiiiiiiiiiii e e e e e 1
B. RUMUSAN MaSalah .........ooiiiiiiiieeii e 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...............cccoiiiiiiiiiieiiiiiiceceeeiiiiii e 5
D. Telaah PUSTAKA ......ceiiiiiiiiiiiieiieeeee ettt

E. Kerangka TeONItIK .........ccoiiiiiiiieeeicis e e e 10

F. Metode Penelitian.............uuuuuieiiiii e 12
G. Sistematika Pembahasan ... 14

BAB II| KONSEP SIYASAH SYAR'IYAH DAN TEORI REDISTRIBUTIVE
COMBINES

A. Konsep Siyasah SYariyah............ceeee e 16
1. Kebijakan dalam Siyasah Syar’iyah.........ccccccccceeiieeiiiiiiiieeenn 16
2. Prinsip Maslahat dalam Siyasah Syar’iyah.............cccccvvviiiiiiiicinnnnn. 19
B. Teori Redistributive Combines........ccooooiiiiiiiiiii e 24......
1. Konsep Redistributive COmDbINES ..........cooviiiiiiiiiiiiiii e, 24

2. Hubungan Teori Redistributive Combines dengeari Keadilan .... 27

Xiv



BAB Il KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

A. Kebijakan dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur ............................ 30
1. Kondisi dan Pengaruh Infrastruktur .............cccceeeeiiiiiiiieeeiiiiieeeeeeiiiiiins 30
2. Masalah dalam Penyediaan Infrastruktur ............cccoevviiiiiiiiiieeneeen. 33
3. Kebijakan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur ............cccccccvvvunees 35

B. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Infrastruktur Air Minum ........ 39
1. Profil Mata Air UmbUlan .............ueeeiiiiiiiiiieeeeeeee e 39
2. Proyek KPBU dalam SPAM Umbulan ..., 42

BAB IV ANALISIS KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PROYEK SPAM UMBULAN

A. Pemilihan KPBU sebagai Mekanisme Pelaksanaan Proyek .................... 52

B. Efisiensi Regulasi EKONOMIi Proyek ...........ccccoooiiiiiiiiiiiiinnn 61

BAB V PENUTUP

N =111 ] o101 = o 67

SHERCT:TE- a0 WO B N R 68
DAFTAR PUST AKA ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s reaeeeees 70
LAMPIRAN

XV



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi para arsitek ekonomi negara dan pelaku pasar gtaalyaluedaya
saing masing-masing negara saat ini diukur dari kinerja infrastruktur, baik
infrastruktur dasar, infrastruktur sains, maupun infrastruktur teknologi suatu
negara. Miskin dan rapuhnya infrastruktur suatu negara berdampak negatif
terhadap kehidupan suatu masyarakigl itu karena Infrastruktur adalah roda
penggerak pertumbuhan ekonomi serta dipandang sebagai lokomotif
pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, dan secara empiris,
pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi
(secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Infrastruktur yang layak dan memadai juga mampu meningkatkan
percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara melalui penciptaan
efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Peningkatan pada infrastruktur energi,
transportasi dan telekomunikasi dapat secara langsung mengurangi biaya produksi
dan waktu yang diperlukan dalam melakukan aktifitas perekonomian, sehingga
mampu meningkatkan produktifitas dan kapasitas produksi para pelaku ekonomi

suatu negara.

! Marwan Ja'far,Infrastruktur Pro Rakyat: Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia
Abad 21 (Yogyakarta: LkiS, 2007), cet. ke-1, him. 201.



Ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan sudah menjadi teori yang tak terbantahkan, karena ketersediaan
infrastruktur yang baik mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui
penciptaan hubungan inter-regional dan memfasilitasi alokasi sumber daya,
sehingga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan. Pembangunan
infrastruktur di Indonesia juga dapat menghasilkan mobilitas tenaga kerja antar
daerah untuk menjadi lebih baik yang akan mendorong terbentuknya investasi
baru, lapangan kerja baru dan mampu menciptakan peningkatan pada pendapatan
masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional
tersebut, pemerintah telah mengupayakan percepatan peningkatan kuantitas dan
kualitas berbagai infrastruktur penunjang pembangunan, seperti jalan raya, jalan
kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, energi dan listrik, irigasi, air bersih dan
sanitasi, serta komunikasi dan informatika.

Hingga kini kebutuhan pembangunan infrastruktur terus mengalami
peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Namun keterbatasan
kapasitas fiskal menyebabkan investasi untuk penyediaan infrastruktur tidak bisa
bergantung hanya pada investasi Pemerintah saja. Oleh karenanya, pemerintah
Indonesia membutuhkan sumber pendanaan baru untuk mefioarmial gap

dalam pembangunan infrastruktur. Satu terobosan yang perlu dilakukan adalah

2 Erika Sefila Putri dan Wisudant8truktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di
Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonodalam Simposium | Jaringan Perguruan Tinggi
untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Grha ITS Surabaya, 03 Agustus 2016.

3https://www.bappenas.go.id/files/6213/5216/0347/05buku-ii-rkp-2012---
babv__20110524155612 3161 10, pliikses pada tanggal 29 November 2017.




melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema“KPBU
atauPublik Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua
pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur. Dengan skema ini
private investodapat menyediakan dana untuk pembiayaan proyek pembangunan
infrastruktur serta menjamin proyek dapat berjalan secara efisien. Sehingga
proyek dapat dikelola dengan baik untuk menghasikgpected return yang
sesuai.

Peningkatan peran pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur ini juga
sejalan dengan arahan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Selain itu, pemberian fasilitas kebijakan tersebut untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di
enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan
penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta

reformasi strukturd.

4 Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU adalah kerjasama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan
mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/
Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko
diantara para pihak.

5> Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.

6 Kementerian PPN/ BappendBRKP 2018 Gunakan Prinsip Money Follows Program”,
https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran/paisyawarah-perencanaan-pembangunan-
nasional-2017-untuk-rencana-kerja-pemerintah-rkp-2Q18ibkses pada tanggal 29 November
2017.




Namun dalam pengalaman penyelenggaraan tender KPBU selama ini, ada
beberapa permasalahan utama yang bisa di temukan, yaitu persiapan proyek yang
tidak optimal, kompleksitas politik lokal, regulasi, hukum, aspek pendanaan yang
belum sinkron, pembebasan lahan, lemahnya manajemen KRBita proyek
yang tidak dirancang, didokumentasikan, dan disusun sesuai dengan praktik
terbaik internasiondl.

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan
fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan
dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan
fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka
investasi dan pelayanan umum. Untuk menarik modal dan keahlian swasta dalam
penyediaan infrastruktur yang pada umumnya bersifat kompleks dan berisiko
tinggi, Pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi
investor dan lembaga pembiaydan

Dari pemaparan data dan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk
meneliti tentang kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU
dengan menggunakan contoh proyek KPBU di Indonesia, yakni pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Selanjutnya, penelitian ini

akan penyusun sajikan dalam skripsi dengan judul :"Kebijakan Penyediaan

7 Bernardus Djonoputro, “Kesiapan Proyek Tentukan Percepatan Pembangunan
Infrastruktur”http://properti.kompas.com/read/2016/07/10/11201#@&lapan.proyek.tentukan.p
ercepatan.pembangunan.infrastruktliakses pada tanggal 26 Januari 2018.

8 Julian Smith dkk.Membangun Masa Depan Indonesia Membuka Aliran Projaal
Prakarsa edisi 22, Oktober 2015, him. 12.

® Kementerian PPN/ Bappenasttps://www.bappenas.go.id/files/3313/6082/9889/bab-
33 20090202204616__ 1756 34,mtibkses pada tanggal 29 November 2017.




Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka di

rumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1.

2.

Bagaimana pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan?

Bagaimana analisis prinsip maslahat dan teedistributive combines

terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini , yaitu :

1.

Menjelaskan kondisi serta pengaruh infrastruktur terhadap negara dan
masyarakat Indonesia.

Menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan penyediaan infrastruktur
dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di
Indonesia.

Menjelaskan tentang profil Mata Air Umbulan (MAU) dan KPBU dalam

proyek SPAM Umbulan.

. Menjelaskan pengaruh penggunaan mekanisme KPBU dalam proyek

SPAM Umbulan.
Menjelaskan cara mengefisiensi regulasi ekonomi proyek SPAM Umbulan.
Menjelaskan analisis prinsip maslahat dalam Siyasah Syar’iyah dan Teori

Redistributive Combinasengenai KPBU dalam proyek SPAM Umbulan.



Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam
wawasan keilmuan, terutama dalam bidang hukum tata negara. Dan dapat
memberikan suatu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang
berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai
rujukan.

2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan
informasi kepada praktisi hukum, pemerintah, maupun akademisi. Dan
dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan bahan
evaluasi bagi pemerintah dalam membuat dan menyusun kebijakan,
sehingga dapat mengoptimalkan kebijakan penyediaan infrastruktur di
Indonesia.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka dalam
penulisan sebuah karya ilmiah sangat penting untuk dilakukan, guna untuk
menghindari kesamaan penelitian.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dicari dan dikaji, ada
beberapa literatur yang sedikit banyak berkaitan dengan tema yang akan diteliti
oleh penyusun, tetapi belum ada yang membahas mengenai kebijakan penyediaan

infrastruktur dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha



(KPBU) studi kasus proyek SPAM Umbulan, dengan menggunakan perspektif
prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah dan teori redistributive combines

Pertama, artikel David Ray yang berjudul "Proposal Inovatif untuk
Mempromosikan Infrastruktur yang Didanai Swasta" dalam Jurnal Prakarsa edisi
22, Oktober 2015. Dalam jurnal ini dijelaskan mengapa di Indonesia belum
terlihat pertumbuhan yang pesat dalam hal penyediaan infrastruktur oleh swasta.
Secara ringkas, masalah utamanya adalah Indonesia belum mengembangkan
model risiko yang tepat untuk menarik investasi. Oleh karenanya, perlu diusulkan
untuk dibentuk sebuah lembaga batofrastructure Partnershipsindonesia
(Kemitraan Infrastruktur Indonesia), guna mengedepankan proyek-proyek
infrastruktur Indonesia dan memastikan kemajuannya. Karena jika pengaturan
risiko sudah benar, mungkin jutaan atau bahkan miliaran dolar dana swasta telah
diinvestasikan.

Temuan penting dari studi ini adalah bahwa sebuah lembaga dengan
beragam pemangku kepentingan yang baru memang bisa memainkan peran yang
berharga- namun harus memiliki fokus yang sangat berbedaydargy diuraikan
dalam catatan konsep awal: yaitu, lembaga ini harus didasarkan pada tindakan,
keterlibatan langsung dan advoksi.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Dini Suci Fatimah (2011), mahasiswa S2
Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada yang berjudul
“Pinjaman Daerah DaRublik Private Partnershigebagai Alternatif Pembiayaan

Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Labuhanbatu.” Penulisan ini

10 pavid Ray, "Proposal Inovatif untuk Mempromosikaninfrastruktur yang Didanai
Swasta'Jurnal Prakarsa edisi 22, Oktober 2015.



menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan
pinjaman daerah dan menghitung batas maksimum pijaman sebagai alternatif
pembiayaan pembangunan badar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu.
Penelitian ini juga bertujuan menganalisis penerapan PPP sebagai alternatif
pembiayaan dalam pembangunan bandar udara perintis Kabupaten Labuhanbatu.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut(tiaktu
serieg berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Labuhanbatu dari 2005-2009 yang terdiri dari PAD,
BHP/BHBP, DAU dan belanja wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji
DPRD, data PDRB Kabupaten Labuhanbatu, serta data studi kelayakan bandar
udara Kabupaten Labuhanbatu.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Irvan Amirullah (2009), mahasiswa S2
MagisterPerencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada yang
berjudul“Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Melalui Kerjasama Pemerintahdan
Swasta Pada Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta”. Penulisan ini membahas
mengenai pentingnya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana infrastruktur
perkotaan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara
khusus, penelitian ini meneliti proyek kerjasama pemerintah dan swasta pada
TerminalGiawangan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penulisan

hukum ini, diambil kesimpulan bahwa perjanjian KPS Giwangan tidak berhasil

1 Dini Suci Fatimah, “Pinjaman Daerah Dan Publik Private Partnership sebagai Alternatif
Pembiayaan Pembangunan Bandar Udara Perintis di Kabupaten LabuhanbegisMagister
Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, 2011.



mencapavalue-for-moneykarena resiko dialokasikan secara kurang mantap dan
beberapa jenis resiko disadari saat proyek berflan.

Keempat, artikel Maman Suhendra yang berjudul "Penyediaan
Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan URatblac-(
Private Partnership) di Indonesia” dalam Jurnal Manajemen Keuangan Publik.
Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur
dan kebijakan/regulasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pertama,
penulis mempelajari data-data relevan terkait dengan kondisi pendanaan dan
pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Berdasar data-data ini, kemudian penulis
melakukan identifikasi bagaimana pelaksanaan skema KPBU secara umum di
Indonesia serta perbedaan model pengadaan KPBU tersebut dengan model
pengadaan tradisional. Terakhir, berdasarkan studi regulasi terkait, penulis
melakukan pemetaan atas fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan Pemerintah
dalam mendukung skema KPBU. Namun penelitian ini masih bersifat umum
untuk mengenal skema KPBU dalam penyediaan infrastrtktur.

Kelima, Skripsi yang ditulis M. Febri Zulkarnain (2017), mahasiswa S1
Departemen limu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin yang berjudul
"Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di

Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan

2 I[rvan Amirullah, “Penyediaan Infrastruktur Perkotaan Melalui Kerjasama Pemerintah
dan Swasta Pada Terminal Tipe A Giwangan Yogyakaf@sisMagister Perencanaan Kota dan
Daerah Universitas Gadjah Mada, 2009.

3 Maman SuhendrdPenyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha (Publick-Private Partnership) di Indonesiftirnal Manajemen Keuangan
Publik, Juli 2017.
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kemitraandalam pengelolaan sampah di bidang kebersihan lingkungan dengan
melihat darimekanisme dari kemitraan tersebut yang memiliki indikator yaitu di
bidang kontrakdan kesepakatan, bantuan dana, struktur, dan insentif menurut
konsephollow statePenelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa
di TPA Tamangapa telah dilakukan kerjasama progi&an Development
Mechanism(CDM) pembakarahandfill Gasyang terlibat dalam proyek ini yaitu
Pemerintah Kota Makassar yang mengontrol danmengawasi proyek CDM, PT.
Gikoko Kogyo Indonesia yang mengambil alih pendanaan, pembangunan, dan
pengoperasian proyek pembakaran LEG.

E. Kerangka Teoritik

Dilihat dari data dan permasalahan mengenai kebijakan penyediaan
infrastruktur dengan mekanisme KPBU, maka penyusun menggunakan prinsip
maslahat dalam teori siyasah syar’iyah serta tealistributive combinesebagai
pisau analisis yang tepat untuk menganalisa data-data dan permasalahan-
permasalahan dalam penelitian ini.

Secara sederhana siyasah syariyah diartikan sebagai ketentuan
kebijaksanaan penggunaaan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari’at
Islam® Abdurrahman Taj mempertegas rumusan siyasah syariyah sebagai

hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan

14 M. Febri Zulkarnain, "Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam
Pengelolaan Sampah di Kota Makass8KyjipsiFakultas liImu Sosial dan llmu Politik Universitas
Hasanuddin, 2017.

% Muhammad IgbalFigh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islarfiakarta:
Prenadamedia Group, 2014), him. 5.
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umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal
demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan akan hal
tersebut tidak ditegaskan secara riil baik oleh al-Qur'an maupun as-Sdnnah.

Kemudian dalam kaidah-kadiah siyasah syariyah ada sebuah kaidah yang
berbunyi:

aliad U dasie L ) e o Lo I o

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau
kebijaksanaan atau kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai
hak-hak rakyat banyak dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan
ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah
pengemban amanah dari rakyat (ummat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk
dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahafannya.

Maka dalam penggunaan teori atas kaidah ini juga akan dibahas terkait
konsep maslahatmursalah yang terkandung didalamiyaBahwa sebuah
kebijakan pemimpin suatu negara harus membawa kemaslahatan bagi objek

kebijakannya bahkan masyarakat secara luas.

7 Ibid, him. 18

18 Imam Musbikin,Qawaid al Fighiyah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), him.
124.

19 Istilah Maslahat Mursalahdapat diartikan dalam dua pengertigmertama, dalam
kemaslahatan semata-matadua,metode penemuan hukum dengan berdasar pada kemaslahatan
semata-mata. Dalam hal ini penyusun memakai pengevtasiahat Mursalahyang pertama,
yakni penilaian tentang pembuatan, mekanisme, serta dampak kebijakan yang seharusnya semata-
mata untuk kemaslahatan. Lihat Oman Fathurohman 8@hgantar [Imu Figh Ushul Figh I,
(Yogyakarta: Lesfi, 1994), him. 115-116.
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Didalam penjelasan kaidah ini juga, pada pasarnya seorang penguasa atau
pemimpin merupakan wakil dari rakyat untuk menyelenggarakan beberapa
kebijakan, diantaranya adalah : 1) Menegakan keadilan; 2) Menghindari
kedzaliman; 3) Menjaga hak dan akhlak masyarakat; 4) Memelihara keamanan; 5)
Menyebarkan ilmu pengetahuan; dan 6) Meningkatkan fasilitas umum.

Dilihat dari segi kebijakannya, agar dapat menganalisis secara tepat dan
tajam, maka penyusun juga menggunakan tealistributive combinesMenurut
Rachbini, dalam polaedistributive combinesi sumber-sumber ekonomi, aset
produktif, dan modal didistribusikan secara terbatas hanya di lingkungan
segelintir orang. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan
dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan terbatas —
puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mepdeyikge
khusus. Dalam kerangka pemikiran Hernando de Soto, berlakunya pola
redistributive combinesni terjadi akibat sistem politik yang tertutup karena
dilindungi sistem hukum yang baru dan ketiadade of lawdi bidang ekonomi.
Dengan demikian, sistem ekonomi bersedia mengabdi pada sistem politik dengan
polaredistributive combinetersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan
prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif sehingga
produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penfuasa

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis,

penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

20 Ahmad Erani Yustika,Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empijris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). cet. ke-3, him. 66.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian
kepustakaan liprary research), yaitu penelitian yang menggunakan
sumber perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, naskah,
dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam
objoek kajian penelitian irft
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah bersifaeskriptif-analisis Deskriptif-
analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya,
mengklasifikasikanya, menggambarkan, menguraikan data yang tampak
berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisanya secara
mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta
tersebuf?
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat dan memahami
kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU dalam
proyek SPAM Umbulan dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas
atau kaidah-kaidah maslahat yang ada dalam siyasah syar’iyah dan juga

menggunakan teori redistributive combines

21 Sutrisno HadiMetodologi ResearclfYogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.

22 Nyoman Kutha RatnaMetodologi Penelitian (Kajian Budaya dan limu Sosial
Humaniora Pada UmumnyalYogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-1, him. 338.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini.
Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan mendalami data yang
didapat dari perundang-undangan, situs instansi pemerintahan, instansi-
instansi lain yang terkait, buku-buku, artikel-artikel (baik yang ada di
internet maupun surat kabar), jurnal, maupun karya ilmiah lain yang
relevan dengan masalah ini.
5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan
penyediaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM
Umbulan, untuk menemukan kesimpulan umum. Dan deduksi merupakan
analisis berdasarkan prinsip maslahat dan tedlistributive combinesintuk
menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan kemaslahatan atau
tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Maka penyusun
membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal
dan sistematis, dan juga dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan
kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuah bagian
yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan landasan teori-teori yang akan
digunakan dalam penelitian ini. Yakni prinsip maslahat dalam siyasah syar’iyah
dan teori redistributive combines.

Bab ketiga, berisi tentang penguraian data-data tentang kondisi dan
pengaruh infrastruktur di Indonesia, latar belakang munculnya kebijakan KPBU,
tinjauan umum KPBU, Profil Mata Air Umbulan serta KPBU dalam proyek
SPAM Umbulan.

Bab keempat, membahas tentang analisis prinsip maslahat dalam siyasah
syariiyah dan teoriredistributive combinesterhadap kebijakan penyediaan
infrastruktur dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)
dalam proyek SPAM Umbulan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, yang
terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan

yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang kebijakan penyediaan infrastruktur dengan
mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang telah di
analisis menggunakan prinsip maslahat dalam siyasah syariyah dan teori
redistributive combinesmaka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1)
Adanya pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta, jadi
Pemerintah tidak sangat berat berperan dalam pelaksanaan proyek; 2)
Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta, jadi
Pemerintah tidak terlalu banyak menanggung risiko sehingga dapat
mengoptimalkan dan mentransfer risiko dengan tepat; 3) Pembiayaan
proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM
Umbulan akan mengurangi beban pemerintah dalam jangka pendek,
sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk membiayai
kepentingan lainnya; 4) Perbaikan tingkat pelayanan, karena Badan
Usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen, dan teknologi yang akan
memperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetisi

untuk meningkatkan kualitas dalam arti pengembangan dan inovasi.

67
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2. Dari analisis prinsip maslahat dan teaedistributive combines
terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan terdapat dua hasil.
Pertama,kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme
konvensional, tetapi lebih memilih untuk menggunakan mekanisme
KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk
menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu
ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam siyasah
syar’iyah, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk
memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan.
Kedua, untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM
Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol
agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai
kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta
memiliki political will untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan
rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan
Usaha Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dari

proyek SPAM Umbulan tersebut.

B. Saran
Penyusun mempunyai saran guna merespon temuan data analisis terhadap

masalah yang ada, diantaranya:



1.

2.
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Pemerintah harus terus menyempurnakan kerangka penyelenggaraan
KPBU, agar dapat berjalan dengan baik dalam mempercepat pembangunan
infrastruktur Indonesia.

Apabila terdapat kekurangan dan kendala dari substansi peraturan, regulasi
dan prosedur kebijakan penyediaan infrastruktur dengan mekanisme
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) harus segera di atasi dan
harus segera diaplikasikan pula strategi serta solusi untuk mengoptimalkan
peran kebijakan KPBU kepada masyarakat dan negara Indonesia.
Pemerintah harus mempunyapolitical will untuk menjaga dan
memberikan sebanyak-banyaknya manfaat suatu proyek infrastruktur
kepada kepentingan umum. Agar proyek infrastruktur yang strategis secara
ekonomi dapat menghasilkan keuntungan baru bagi negara dan rakyat,
serta untuk mencegah praktek kapitalisasi proyek oleh swasta yang

mengoperasikannya.
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